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Sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Pelaku usaha
dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang. Pada
kenyataannya penjualan produk obral secara loss leader terjadi di kota Banda Aceh.  Loss leader merupakan teknik memancing
perhatian  konsumen  dengan  produk yang dijual sangat murah, atau produk yang sengajadijual rugi dengan jumlah yang terbatas.
Dalam menerapkan teknik penjualan ini, terdapat syarat-syarat tersembunyi yang diberlakukan oleh pihak pelaku usaha, antara lain
produk yang tersedia hanya beberapa unit atau adanya keharusan untuk membeli produk lain yang tidak dijual secara obral terlebih
dahulu.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penerapan perlindungan konsumen terhadap penjualan produk
obral secara loss leader, menjelaskan pelaksanaan tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dari penjualan produk obral
secara loss leader dan menjelaskan peran dari Lembaga Perlindungan Konsumen dalam menanggapi penjualan  produk secara loss
leader.
Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan
cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara
mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan produk obral
mengunakan prinsip loss leader sudah berjalan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 UUPK, namun pelaku usaha dalam
menjalankan usahanya tidak sesuai dengan kewajibannya yang termuat dalam pasal 7 UUPK. Dalam pelaksanan tanggungjawab
sebagai pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian atas  konsumen dari penjualan produk obral secara loss leader, pelaku usaha
bertanggungjawab atas kerugian konsumen, baik dengan mengganti kerugian dengan sejumlah uang maupun pengembalian barang.
Peran dari Lembaga Perlindungan Konsumen di kota Banda Aceh yaitu Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) atas
adanya penjualan produk obral menggunakan prinsip loss leader yaitu dengan melakukan peneguran terhadap pelaku usaha dan
meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh konsumen.
 Disarankan kepada Pemerintah untuk menerapkan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK dan kepada
Pemerintah Kota Banda Aceh serta lembaga-lembaga terkait agar meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha
yang menjual produk obral secara loss leader, memberikan layanan pengaduan suara dengan menempelkan brosur dan baliho
tentang layanan pengaduan konsumen disetiap toko/pusat perbelanjaan di kota Banda Aceh.
